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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep evaluasi kebijakan pendidikan Islam, 
mengeksplorasi berbagai model evaluasi yang relevan, serta menetapkan kriteria penilaian yang sesuai 
dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi tantangan-
tantangan yang muncul selama proses implementasi evaluasi kebijakan tersebut di lapangan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan memanfaatkan jurnal ilmiah, buku, dan referensi 
lainnya yang relevan dengan topik evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Data dikumpulkan melalui pencarian 
sumber primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan 
tujuan pendidikan Islam (maqashid al-ta‘lim), dengan menggunakan model evaluasi seperti CIPP (Context, 
Input, Process, Product) atau Evaluasi Stufflebeam. Namun, dalam implementasinya, masih banyak kendala 
seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya evaluasi, terbatasnya SDM yang kompeten, dan minimnya 
dukungan anggaran. 
Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pendidikan Islam, model evaluasi, kriteria evaluasi 
 

PENDAHULUAN 

Abstract 
This study aims to examine in depth the concept of Islamic education policy evaluation, explore various relevant 
evaluation models, and establish appropriate assessment criteria in the context of Islamic educational 
institutions. In addition, this study also seeks to identify the challenges that arise during the implementation of 
such policy evaluations in the field. The method used in this study is a literature review utilizing scientific journals, 
books, and other relevant references related to the topic of Islamic education policy evaluation. Data was 
collected through primary and secondary source searches, which were then analyzed using descriptive-
qualitative methods. The results of the study indicate that the evaluation of Islamic education policy must be 
based on the principles of Sharia and the objectives of Islamic education (maqashid al-ta‘lim), using evaluation 
models such as CIPP (Context, Input, Process, Product) or Stufflebeam Evaluation. However, in its 
implementation, there are still many obstacles, such as a lack of awareness of the importance of evaluation, 
limited competent human resources, and minimal budgetary support. 
Keywords: Policy evaluation, Islamic education, evaluation model, evaluation criteria 
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Pendidikan Islam merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan 

karakter umat. Fungsi utamanya tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, 

tetapi juga membentuk individu yang memiliki keimanan kuat, ketakwaan mendalam, 

serta akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan ini selaras dengan konsep 

maqashid al-ta‘lim, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan manusia sempurna 

(al-insān al-kāmil) yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan 

sosialnya (Farhana, 2024). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Mujadalah ayat 

11: 

 

يْنَِ اٰللّهِ يَرْفَع ِ نْكهمِْ  اٰمَنهوْا الَّذ  يْنَِ م  لْمَِ اهوْتهوا وَالَّذ  دَرَجٰت ِ  الْع   

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-

Mujadilah: 11) 

 

Ayat ini menjadi dasar bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan secara benar 

dan bertujuan meningkatkan martabat manusia di hadapan Allah dan masyarakat. Dengan 

demikian, pendidikan Islam bukan hanya menekankan pada penguasaan ilmu, tetapi juga 

pada pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, 

maupun penyelenggara pendidikan Islam senantiasa merancang dan menjalankan 

berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan harapan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki sistem pengajaran, menyesuaikan 

kurikulum dengan tuntutan zaman, serta menjawab tantangan perkembangan masyarakat 

modern yang semakin kompleks. Namun, meskipun banyak kebijakan telah dirancang 

dengan baik, sering kali hasilnya tidak sesuai ekspektasi karena adanya kesenjangan antara 

perencanaan dan implementasi. Salah satu faktor krusial yang turut menentukan 

keberhasilan suatu kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses penting yang 

dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak dari sebuah kebijakan 

(Nadila, 2023). Tanpa evaluasi yang tepat, maka sulit untuk mengetahui apakah tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai benar-benar tercapai atau justru menyimpang dari rencana 

awal. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Mujib dkk., yang menyatakan bahwa 

pencapaian kompetensi peserta didik dapat diketahui melalui proses evaluasi (Sa’diyah, 

2022). Artinya, evaluasi menjadi alat ukur untuk menilai seberapa besar tujuan 

pembelajaran berhasil dicapai oleh siswa setelah kebijakan tertentu diterapkan. 

Evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme refleksi dan kontrol dalam pelaksanaan 

kebijakan pendidikan. Setiap program yang telah dirumuskan dan diimplementasikan perlu 

dievaluasi secara berkala guna mendapatkan masukan yang berguna untuk perbaikan 

pada tahap selanjutnya (Nasution et al., 2025). Proses ini memberikan gambaran tentang 

sejauh mana kebijakan pendidikan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi para 
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pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, orang tua, guru, serta masyarakat luas. 

Dalam dunia pendidikan, evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, 

terutama dalam konteks pendidikan Islam. Penilaian tidak cukup hanya mengacu pada 

aspek kognitif atau prestasi akademik, tetapi juga harus menyentuh ranah afektif dan 

psikomotorik, terutama dalam hal pembentukan moral dan kepribadian siswa. Oleh karena 

itu, model dan metode evaluasi yang digunakan pun harus disesuaikan dengan filosofi dan 

tujuan pendidikan Islam yang holistik. 

Seiring dengan perkembangan teori dan praktik evaluasi, berbagai model evaluasi 

telah dikembangkan oleh pakar pendidikan. Salah satunya adalah Model CIPP (Context, 

Input, Process, Product) yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam (Putra & Qomariyah, 

2024). Model ini memberikan kerangka kerja yang lengkap dalam mengevaluasi sebuah 

kebijakan, mulai dari analisis situasi awal hingga hasil akhir yang dicapai. Selain itu, ada juga 

model evaluasi Stake, yang lebih menekankan pada respon stakeholder, serta model 

evaluasi responsif yang memberikan ruang bagi dinamika dan perubahan dalam proses 

pelaksanaan kebijakan. Tokoh pendidikan Islam seperti Hasan Langgulung dan Ahmad 

Tafsir turut memberikan kontribusi penting dalam pemikiran evaluasi pendidikan (Muvid 

et al., 2020). Langgulung menegaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan 

insan yang memiliki kesadaran spiritual dan kemampuan intelektual yang seimbang. 

Sementara Ahmad Tafsir menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam 

pendidikan Islam, sehingga evaluasi tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga 

aspek moral dan sosial.  

Meski begitu, dalam praktiknya, evaluasi kebijakan pendidikan Islam masih 

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya 

pemahaman para pelaku pendidikan mengenai konsep dasar evaluasi itu sendiri. Banyak 

kalangan pendidikan Islam yang masih menganggap evaluasi hanya sebagai aktivitas 

formalistik, seperti tes akhir semester atau rapor siswa, tanpa menyadari bahwa evaluasi 

mencakup proses yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, banyak lembaga pendidikan 

Islam yang belum memiliki pedoman evaluasi yang baku dan spesifik sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam (Prayitno & Ashari, 2023). Kurangnya standar evaluasi yang jelas 

menyebabkan hasil evaluasi tidak bisa menjadi acuan yang valid untuk perbaikan 

kebijakan. Tidak jarang, evaluasi dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan matang, 

sehingga hasilnya tidak objektif dan tidak dapat diandalkan. 

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan. Banyak 

sekolah dan madrasah yang belum memiliki tenaga ahli dalam bidang evaluasi pendidikan, 

sehingga proses evaluasi dilakukan secara parsial dan tidak menyeluruh. Selain itu, 

minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi yang profesional membuat 

banyak institusi pendidikan Islam tidak mampu melakukan evaluasi secara maksimal 

(Akhyar, 2024). Masih banyak pula kasus di lapangan di mana kepala sekolah atau pimpinan 

lembaga pendidikan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap evaluasi. Mereka lebih fokus 
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pada pencapaian target administratif daripada pada peningkatan kualitas pendidikan 

secara substantif. Akibatnya, evaluasi cenderung dilakukan sebagai formalitas belaka, 

tanpa adanya upaya untuk merealisasikan rekomendasi yang muncul dari hasil evaluasi 

tersebut. 

Melihat kondisi tersebut, tulisan ini hadir sebagai upaya untuk memberikan 

pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya evaluasi dalam kebijakan pendidikan 

Islam. Pembahasan akan mencakup konsep dasar evaluasi, model-model evaluasi yang 

relevan, kriteria evaluasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berbagai tantangan 

yang dihadapi dalam implementasinya di lembaga pendidikan. Dengan adanya telaah ini, 

diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik, pengambil kebijakan, 

dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas 

evaluasi kebijakan pendidikan Islam. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) sebagai 

metode utama dalam mengkaji objek penelitian, yaitu evaluasi kebijakan pendidikan Islam. 

Metode ini dipilih karena fokus penelitian lebih kepada analisis teoretis dan konseptual 

terhadap berbagai konsep, model, kriteria, serta tantangan implementasi evaluasi dalam 

konteks lembaga pendidikan Islam. Studi literatur dianggap relevan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang bersifat reflektif, normatif, dan tidak memerlukan 

pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan. Pendekatan studi literatur 

dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber 

pustaka yang berkaitan dengan topik evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Sumber-sumber 

tersebut meliputi literatur primer seperti buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional 

maupun internasional, dokumen kebijakan, hasil penelitian sebelumnya, serta referensi 

klasik dalam pemikiran pendidikan Islam (Fariq et al., 2022). Selain itu, juga digunakan 

sumber sekunder sebagai pelengkap informasi, termasuk makalah seminar, laporan 

penelitian, dan bahan ajar yang relevan. 

Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur yang membahas 

konsep evaluasi dalam pendidikan, model-model evaluasi, kriteria penilaian, serta 

tantangan implementasi di lembaga pendidikan Islam. Data dikumpulkan melalui 

perpustakaan fisik maupun digital, database jurnal ilmiah, situs resmi Kementerian Agama 

dan Kementerian Pendidikan, serta repositori institusi pendidikan tinggi yang 

menyediakan akses terbuka (open access). Setiap sumber yang diperoleh kemudian 

diseleksi berdasarkan validitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pembahasan 

penelitian. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses analisis data. Analisis 

dilakukan secara deskriptif-kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam 

dan komprehensif mengenai konsep evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Proses analisis 

mengacu pada langkah-langkah berikut: 
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1. Reduksi Data: Penyaringan informasi yang relevan dengan tema penelitian dari 

seluruh sumber yang telah dikumpulkan. 

2. Kategorisasi Informasi: Pengelompokan data berdasarkan aspek-aspek tertentu 

seperti konsep evaluasi, model evaluasi, kriteria, serta tantangan implementasi. 

3. Sintesis dan Interpretasi: Menghubungkan dan menafsirkan informasi dari berbagai 

sumber untuk membangun argumen yang logis dan konsisten. 

4. Verifikasi: Membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memperkuat 

kesimpulan dan memastikan bahwa analisis memiliki dasar teoretis yang kuat. 

Dalam rangka mempertahankan kredibilitas dan validitas penelitian, setiap kutipan 

atau gagasan yang berasal dari sumber lain selalu disertai dengan rujukan lengkap sesuai 

dengan aturan penulisan akademik. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check 

terhadap beberapa literatur untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibangun tidak 

bersifat subjektif, tetapi didasarkan pada pandangan para ahli di bidang pendidikan Islam 

dan evaluasi kebijakan. Metode ini meskipun tidak melibatkan observasi atau wawancara 

langsung, tetap memiliki nilai akademik yang tinggi karena berlandaskan pada kajian yang 

sistematis dan mendalam atas berbagai sumber yang saling berhubungan. Dengan 

demikian, hasil yang diperoleh dapat menjadi fondasi teoretis yang kokoh untuk 

memahami dinamika evaluasi kebijakan pendidikan Islam di lembaga pendidikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Evaluasi Secara Bahasa dan Istilah 

Kata “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris to evaluate, yang berarti menilai atau 

mengukur nilai sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi diartikan sebagai 

proses menentukan nilai guna suatu objek tertentu berdasarkan data dan informasi yang 

telah dikumpulkan. Kata ini memiliki akar kata Latin yaitu valere yang berarti bernilai atau 

berguna (Sawaluddin, 2018). Secara istilah, evaluasi merujuk pada proses sistematis untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan dalam rangka 

membuat penilaian terhadap suatu program, kebijakan, atau aktivitas. Tujuannya adalah 

untuk memahami sejauh mana tujuan telah tercapai, efektivitas penggunaan sumber daya, 

serta dampak jangka pendek maupun panjang dari kebijakan tersebut. 

Dalam dunia pendidikan, evaluasi menjadi alat penting untuk mengukur pencapaian 

tujuan pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, serta relevansi kurikulum terhadap 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Ia merupakan salah satu komponen tak 

terpisahkan dari siklus pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

supervisi, dan evaluasi itu sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya 

bersifat teknis seperti yang banyak ditemukan dalam pendidikan umum, tetapi juga 

memiliki dimensi normatif dan spiritual. Tujuan utama pendidikan Islam adalah 

membentuk manusia yang seimbang antara aspek aqliyah (intelektual), nafsaniyah 

(emosional), ruhiyah (spiritual), dan jasadiyah (fisik). Oleh karena itu, konsep evaluasi 
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dalam pendidikan Islam harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara 

holistik. 

Hal ini selaras dengan pandangan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa 

pendidikan harus bertujuan untuk membentuk manusia sempurna (al-insān al-kāmil) yang 

mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Irawan, 

2020). Dengan demikian, evaluasi tidak cukup hanya mengukur penguasaan materi 

pelajaran atau hasil ujian, tetapi juga harus mampu menggambarkan perkembangan 

moral, akhlak, dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ahli pendidikan 

memberikan definisi dan perspektif berbeda mengenai evaluasi, namun intinya tetap 

sama: evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan. 

1. Suryabrata menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya sistematis untuk 

menentukan nilai atau derajat suatu program atau kebijakan berdasarkan data dan 

informasi tertentu (Awalliyah, 2022). Menurutnya, evaluasi bukan sekadar tes atau 

ujian, tetapi lebih luas mencakup analisis terhadap semua aspek yang terlibat dalam 

proses pendidikan. 

2. Nana Syaodih Sukmadinata menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian 

integral dari setiap program pendidikan (Indana & Nurvita, 2020). Fungsinya adalah 

untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan atau 

program. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi menjadi instrumen penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mampu memberikan 

manfaat bagi peserta didik dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. 

3. Abdul Mujib dkk. menyebutkan bahwa evaluasi merupakan instrumen untuk 

mengetahui apakah kompetensi yang diharapkan oleh peserta didik telah tercapai 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Artinya, evaluasi bukan sekadar alat untuk 

memberikan angka atau peringkat, tetapi lebih pada upaya memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. 

4. Daniel Stufflebeam, pengembang model CIPP, menyatakan bahwa evaluasi adalah 

proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang valid dan 

dapat dipercaya. Ia percaya bahwa evaluasi harus dilakukan untuk mendukung 

perbaikan program, bukan sekadar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan. 

5. Robert Stake, tokoh evaluasi pendidikan, mengemukakan bahwa evaluasi harus 

mempertimbangkan perspektif para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Baginya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak bisa dinilai hanya dari hasil akhir, 

tetapi juga dari respon dan pengalaman mereka yang terlibat langsung dalam 

implementasi. 

Evaluasi dalam pendidikan Islam memiliki fungsi yang sangat strategis. Selain 

sebagai alat ukur pencapaian tujuan, evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme refleksi 

dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Setiap program yang telah 

dirancang dan diimplementasikan perlu dievaluasi secara berkala guna mendapatkan 

masukan yang berguna untuk perbaikan pada tahap selanjutnya. Jika evaluasi dilakukan 
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secara menyeluruh dan objektif, maka akan menghasilkan rekomendasi yang konkret 

untuk penyempurnaan kebijakan, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun 

manajemen lembaga pendidikan. 

 

Model Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Islam 

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia, Kementerian 

Agama (Kemenag) memiliki tanggung jawab besar dalam merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan. Selama ini, 

Kemenag sering kali mengikuti arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional (Kemdikbud), khususnya dalam hal standar nasional pendidikan dan 

kurikulum. Namun, dalam aspek evaluasi, Kemenag membutuhkan pendekatan khusus 

yang sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidikan Islam. Evaluasi dalam konteks 

pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil 

atau tidak, tetapi juga untuk memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat 

digunakan sebagai dasar perbaikan program. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan model 

evaluasi yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan tujuan dari kebijakan pendidikan itu 

sendiri. Dalam pendidikan Islam, model evaluasi harus mampu mengakomodasi nilai-nilai 

syariah, tujuan pendidikan Islam (maqashid al-ta‘lim), serta dinamika sosial budaya 

masyarakat tempat lembaga pendidikan tersebut berada. 

1. Model Evaluasi Berorientasi Tujuan (Goal Oriented Evaluation) 

Model ini dikembangkan oleh Ralph Tyler, seorang tokoh pendidikan yang sangat 

berpengaruh dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi (Isri, 2021, p. 108). Dalam 

model ini, evaluasi dilakukan dengan fokus pada pencapaian tujuan program yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi dimulai dengan merumuskan tujuan secara jelas, 

kemudian menentukan indikator keberhasilan, serta mengumpulkan data selama 

pelaksanaan program. Model Tyler sangat cocok diterapkan dalam evaluasi kebijakan 

pendidikan Islam yang memiliki tujuan spesifik, seperti penguatan pemahaman aqidah, 

peningkatan keterampilan ibadah, atau pembentukan akhlak mulia. Evaluasi dilakukan 

secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap tahapan program mendekatkan 

peserta didik pada tujuan tersebut. 

2. Model Evaluasi Tanpa Fokus pada Tujuan (Goal-Free Evaluation) 

Berbeda dengan model Tyler, Michael Scriven mengembangkan konsep Goal-Free 

Evaluation, di mana evaluator tidak dibatasi oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Model ini bertolak belakang dengan pendekatan tradisional yang terlalu fokus pada 

pencapaian target tertentu (Rhamayanti, 2021). Menurut Scriven, evaluasi seharusnya 

tidak hanya melihat apakah tujuan telah tercapai, tetapi juga mencari dampak-dampak 

yang tidak direncanakan (unintended outcomes) sebagai hasil dari suatu program. Model 

ini sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam yang bersifat 

holistik dan nilai-nilainya sering kali tidak mudah diukur secara kuantitatif. Misalnya, ketika 
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suatu kebijakan diimplementasikan untuk meningkatkan disiplin shalat berjamaah di 

madrasah, ternyata muncul efek sampingan berupa peningkatan rasa solidaritas siswa 

atau peningkatan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah. Efek-efek semacam ini bisa 

saja tidak termasuk dalam tujuan awal, namun tetap penting untuk dievaluasi sebagai 

bagian dari dampak keseluruhan kebijakan. 

3. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif (Formative and Summative Evaluation) 

Scriven juga mengembangkan model evaluasi yang membagi waktu 

pelaksanaannya menjadi dua fase, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 

Formatif, dilakukan selama program masih berlangsung, bertujuan untuk memberikan 

umpan balik bagi perbaikan proses pelaksanaan kebijakan (Maksum & Arifin, 2022). 

Contohnya adalah monitoring mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan kurikulum 

baru di madrasah. Sedangkan Evaluasi Sumatif, dilakukan setelah program selesai 

dilaksanakan, bertujuan untuk menilai keseluruhan hasil dan dampak kebijakan. 

Contohnya adalah penilaian akhir terhadap capaian prestasi akademik dan akhlak siswa 

setelah satu tahun pelaksanaan kebijakan. Penerapan model ini dalam pendidikan Islam 

sangat membantu dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dinilai saat program 

sudah selesai, tetapi juga terus dipantau dan diperbaiki selama proses berlangsung. 

4. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) 

Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan merupakan salah satu model 

evaluasi yang paling komprehensif dalam dunia pendidikan. Model CIPP terdiri dari empat 

dimensi utama (Nukhbatillah et al., 2024): 

a. Context Evaluation: Fase ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi awal atau latar 

belakang sebelum kebijakan diterapkan. Termasuk di dalamnya analisis terhadap 

kebutuhan, masalah, serta potensi yang ada di lembaga pendidikan. Dalam konteks 

pendidikan Islam, tahap ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan 

antara kondisi ideal dan realita lapangan, misalnya rendahnya pemahaman siswa 

terhadap nilai-nilai akhlak. 

b. Input Evaluation: Tahap ini menilai sumber daya, strategi, serta rencana 

pelaksanaan kebijakan. Di sinilah Kemenag berperan penting dalam menyediakan 

pedoman, kurikulum, serta tenaga pendidik yang sesuai dengan prinsip pendidikan 

Islam. 

c. Process Evaluation: Proses pelaksanaan kebijakan menjadi fokus pada tahap ini. 

Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai rencana? Bagaimana respon peserta didik 

dan guru? Apakah ada kendala selama implementasi? Dalam pendidikan Islam, 

proses evaluasi sangat penting karena banyak aspek pendidikan seperti 

pembentukan akhlak tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhir. 

d. Product Evaluation: Tahap akhir ini menilai hasil atau dampak dari kebijakan setelah 

periode tertentu. Misalnya, apakah kualitas pembelajaran meningkat? Apakah 

perilaku siswa lebih baik? Apakah mutu lulusan madrasah lebih kompetitif? 
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Model CIPP sangat cocok digunakan dalam evaluasi kebijakan besar seperti revisi 

kurikulum pendidikan Islam, pengembangan program ekstrakurikuler bernuansa 

keislaman, atau pelatihan guru berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. 

5. Model Evaluasi Stake 

Berbeda dengan model CIPP yang bersifat struktural dan sistematis, Model Evaluasi 

Stake lebih menitikberatkan pada perspektif para pemangku kepentingan (stakeholders) 

dalam menilai keberhasilan suatu program (Yusril, 2019, p. 47). Pendekatan ini lebih 

humanis dan partisipatif, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan 

Islam yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang tinggi. Fokus utama dari model ini 

adalah: 

a. Menyimak aspirasi dan harapan para stakeholder seperti siswa, orang tua, guru, 

dan tokoh agama. 

b. Melihat bagaimana mereka merasakan manfaat dari suatu kebijakan. 

c. Mengevaluasi apakah kebijakan tersebut menjawab kebutuhan riil masyarakat. 

Sebagai contoh, ketika Kemenag mengeluarkan kebijakan wajib shalat dzuhur 

berjamaah di madrasah, model Stake akan melihat bagaimana respons guru, siswa, dan 

orang tua terhadap kebijakan tersebut. Apakah mereka merasa bahwa kebijakan tersebut 

membawa perubahan positif dalam sikap keagamaan siswa? Apakah ada hambatan dalam 

pelaksanaannya?. Model ini sangat berguna dalam mengevaluasi kebijakan yang bersifat 

partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal, seperti program 

pendidikan keluarga berbasis masjid atau penguatan moderasi beragama di lingkungan 

pendidikan Islam. 

6. Model Evaluasi Responsif 

Model evaluasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan dinamisnya 

pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berbeda dengan model sebelumnya yang lebih 

terstruktur, Model Evaluasi Responsif memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan 

proses evaluasi dengan konteks lokal dan perkembangan situasi di lapangan (Pratama & 

Febriani, 2024). Ciri utama dari model ini adalah: Sensitif terhadap perubahan dan dinamika 

lokal, Fleksibel dalam menyesuaikan indikator evaluasi, dan Mendorong evaluator untuk 

terlibat aktif dalam proses implementasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan Islam, 

model ini sangat tepat diterapkan di daerah dengan keragaman budaya, adat, dan cara 

pandang keagamaan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan kurikulum baru di madrasah 

di Aceh mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan 

penerapannya di Jawa Tengah. Model evaluasi responsif memungkinkan evaluator untuk 

menyesuaikan metode dan instrumen evaluasi agar tetap relevan dengan kondisi 

setempat. 

Ketiga model evaluasi Goal Oriented, Goal-Free, dan Formatif-Sumatif serta model-

model tambahan seperti CIPP, Stake, dan Responsif, memiliki prinsip dasar yang berbeda, 

namun sama-sama bermanfaat dalam memahami efektivitas dan dampak kebijakan 
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pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kombinasi beberapa model evaluasi sering 

kali diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan valid. Kemenag, 

sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Islam, dapat 

menggunakan pendekatan campuran ini dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. 

Misalnya, menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi struktur dan implementasi 

kebijakan, model Stake untuk melihat respons masyarakat, dan model responsif untuk 

menyesuaikan evaluasi dengan konteks lokal. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya 

menjadi alat ukur keberhasilan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam 

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di tengah perkembangan zaman yang 

semakin dinamis. 

 

Kriteria Evaluasi dalam Pendidikan Islam 

Dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan Islam, kriteria evaluasi menjadi 

parameter penting untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan pendidikan telah 

berhasil sesuai harapan. Berbeda dengan pendidikan umum yang cenderung lebih fokus 

pada aspek akademik dan prestasi siswa, kriteria evaluasi dalam pendidikan Islam harus 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana prinsip maqashid al-

ta‘lim, yaitu tujuan utama pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia sempurna 

(al-insān al-kāmil). Dengan demikian, evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar dalam 

bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga perkembangan moral, spiritual, serta perilaku 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Kesesuaian dengan Tujuan Pendidikan Islam (Maqashid Al-Ta‘lim) 

Salah satu kriteria utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam adalah 

kesesuaian dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu maqashid al-ta‘lim. Tujuan ini 

mencakup penguatan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pembentukan 

kepribadian islami yang berakhlak mulia, pengembangan kemampuan intelektual, serta 

penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan (Mediawati, 2023). Jika suatu kebijakan tidak 

mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka perlu dilakukan revisi atau 

penyempurnaan. Misalnya, jika kurikulum baru menyebabkan berkurangnya waktu 

pembelajaran materi agama, maka hal ini dapat dinilai tidak selaras dengan prinsip 

pendidikan Islam. 

2. Peningkatan Kompetensi Peserta Didik (Akademik & Karakter) 

Kompetensi lulusan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan 

kebijakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, kompetensi tidak hanya diukur 

dari pencapaian akademik semata, tetapi juga dari pemahaman dan praktik ajaran agama 

seperti kemampuan membaca Al-Quran, pelaksanaan ibadah wajib, serta sikap dan 

perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah jujur, amanah, sabar, dan rendah hati 

(Shalahudin et al., 2020). Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan baik di 

madrasah maupun masyarakat menjadi bagian integral dari pengukuran kompetensi siswa 

secara holistik. 
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3. Respons Positif dari Stakeholder Pendidikan 

Respon positif dari para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan 

indikator penting dalam mengevaluasi sebuah kebijakan pendidikan. Stakeholder dalam 

pendidikan Islam meliputi guru, siswa, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. 

Respons mereka bisa dilihat dari tingkat kepuasan terhadap metode pembelajaran, 

kesediaan untuk mendukung program, serta adanya perubahan positif pada diri siswa. 

Model evaluasi seperti Model Stake sangat relevan digunakan untuk mengukur respon ini, 

karena menempatkan pandangan dan harapan stakeholder sebagai pusat analisis. 

4. Peningkatan Mutu SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Kriteria ini mencakup peningkatan 

kapasitas guru dalam menyampaikan materi agama, pemahaman tentang prinsip-prinsip 

pendidikan Islam, penggunaan strategi pembelajaran inovatif yang tetap berlandaskan 

syariah, serta kepribadian guru yang menjadi teladan bagi peserta didik. Evaluasi dilakukan 

melalui observasi kelas, penilaian kinerja, dan umpan balik dari siswa serta rekan sejawat. 

5. Keberlanjutan dan Replikasi Program 

Sebuah kebijakan pendidikan dikatakan efektif jika memiliki daya tahan tinggi dan 

dapat direplikasi di lembaga lain. Kriteria ini mencakup kemampuan program untuk tetap 

berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan atau perubahan kebijakan, kemudahan 

dalam menyesuaikan program dengan konteks lokal, serta tersedianya dokumentasi dan 

pedoman yang memadai untuk replikasi di institusi pendidikan lain. Kemenag memiliki 

tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bersifat 

sementara, tetapi juga berkelanjutan dan layak ditiru oleh madrasah-madrasah lain. 

6. Relevansi dengan Konteks Sosial Budaya Lokal 

Pendidikan Islam berkembang dalam berbagai keragaman sosial budaya 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kriteria evaluasi harus mencakup sejauh mana 

kebijakan pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal tanpa mengurangi 

esensi ajaran Islam. Beberapa aspek yang dinilai meliputi penerimaan masyarakat terhadap 

model pembelajaran baru, adaptasi program terhadap adat dan budaya setempat selama 

tidak bertentangan dengan syariah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pendidikan. Kriteria ini sangat relevan dengan model evaluasi responsif yang 

memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan instrumen evaluasi dengan realita lapangan. 

7. Ketercapaian Indikator Nasional dan Standar Nasional Pendidikan Islam 

Selain kriteria normatif dan filosofis, evaluasi kebijakan pendidikan Islam juga harus 

mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Kemenag sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam memiliki kerangka kerja 

evaluasi yang disusun berdasarkan delapan standar nasional pendidikan: Standar Isi, 

Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sarana dan 

Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga 
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Kependidikan (Umam, 2020). Dengan menggunakan kerangka ini sebagai acuan, Kemenag 

dapat membandingkan capaian madrasah dengan standar minimal yang telah ditentukan, 

serta merancang intervensi yang tepat jika ada indikator yang belum terpenuhi. 

8. Dampak Jangka Panjang terhadap Pembentukan Akhlak Siswa 

Salah satu tantangan terbesar dalam evaluasi pendidikan Islam adalah mengukur 

dampak jangka panjang terhadap pembentukan akhlak siswa. Meski sulit diukur secara 

kuantitatif, perubahan perilaku seperti disiplin dalam menjalankan ibadah, rasa hormat 

terhadap guru dan sesama, tanggung jawab sosial, serta integritas dalam hidup sehari-hari 

menjadi tolok ukur utama keberhasilan pendidikan Islam. Oleh karena itu, evaluasi harus 

dirancang sedemikian rupa agar mampu menangkap perubahan-perubahan tersebut, baik 

secara langsung melalui observasi maupun secara tidak langsung melalui penilaian oleh 

guru dan orang tua. 

 

Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam 

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjamin mutu 

dan relevansi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta 

kebutuhan masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya, evaluasi sering kali 

menghadapi berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini 

bersifat multidimensi, melibatkan aspek manusia, struktur organisasi, sumber daya, hingga 

budaya lembaga pendidikan. 

1. Minimnya Kesadaran akan Pentingnya Evaluasi 

Salah satu tantangan utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam adalah 

rendahnya pemahaman dan kesadaran para pelaku pendidikan terhadap fungsi evaluasi 

itu sendiri. Banyak kalangan pendidikan Islam masih memandang evaluasi sebagai aktivitas 

formalistik semata, seperti tes akhir semester atau pembuatan laporan administratif 

tahunan. Padahal, evaluasi seharusnya menjadi mekanisme reflektif untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Pemahaman yang sempit ini menyebabkan 

proses evaluasi dilakukan secara parsial dan tidak sistematis. Akibatnya, hasil evaluasi tidak 

memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan, tetapi hanya menjadi dokumen 

wajib yang disimpan tanpa tindak lanjut. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli dalam Bidang Evaluasi 

Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, belum 

memiliki tenaga ahli yang memahami konsep dan teknik evaluasi secara mendalam. Guru 

dan kepala sekolah umumnya lebih fokus pada pengajaran dan manajemen operasional, 

sementara pengetahuan tentang metode evaluasi program masih sangat terbatas 

(Arifudin et al., 2017). Keterbatasan SDM ini membuat banyak kebijakan pendidikan Islam 

dievaluasi secara spontan, tanpa instrumen yang valid, indikator yang jelas, atau prosedur 

yang objektif. Hal ini tentu saja mengurangi kredibilitas hasil evaluasi dan menyulitkan 

adanya rekomendasi perbaikan yang berbasis data. 

3. Kurangnya Pedoman Evaluasi Spesifik untuk Pendidikan Islam 
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Selama ini, pedoman evaluasi yang digunakan oleh lembaga pendidikan Islam 

cenderung mengacu pada kerangka kerja pendidikan umum yang dikembangkan 

Kemdikbud. Meskipun berguna untuk standar akademis, kerangka tersebut kurang 

mewakili dimensi normatif dan spiritual yang menjadi esensi dari pendidikan Islam. 

Akibatnya, banyak evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang gagal mengukur dampaknya 

terhadap pembentukan karakter siswa, penguasaan ilmu agama, atau penerapan nilai-nilai 

religius dalam kehidupan sehari-hari (Nur & Junaris, 2023). Diperlukan pedoman evaluasi 

yang spesifik, disusun oleh Kemenag bekerja sama dengan pakar pendidikan Islam, 

sehingga evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan holistik. 

4. Terbatasnya Anggaran untuk Evaluasi Profesional 

Evaluasi yang baik memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk berbagai 

kebutuhan seperti pelatihan evaluator, pengadaan instrumen evaluasi, biaya survei 

lapangan, serta analisis data yang komprehensif. Sayangnya, banyak institusi pendidikan 

Islam, terutama yang berada di daerah tertinggal, tidak memiliki anggaran yang cukup 

untuk menjalankan evaluasi secara profesional. Akibat minimnya dukungan finansial, 

evaluasi sering kali dilakukan secara seadanya, menggunakan instrumen sederhana, dan 

tanpa melibatkan evaluator independen. Hasilnya pun cenderung bias, tidak representatif, 

dan tidak bisa menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan kebijakan. 

5. Kurangnya Komitmen Pimpinan Lembaga 

Masih banyak kasus di lapangan di mana pimpinan lembaga pendidikan Islam 

kepala madrasah, rektor perguruan tinggi keagamaan, atau pengurus yayasan tidak 

memiliki komitmen tinggi terhadap evaluasi. Mereka lebih fokus pada pencapaian target 

administratif daripada pada peningkatan kualitas pendidikan secara substantif (Mu’min, 

2022). Kurangnya komitmen ini tercermin dari sikap pasif dalam merancang instrumen 

evaluasi, tidak proaktif dalam melibatkan stakeholder, hingga enggan mengambil langkah 

konkret untuk merealisasikan rekomendasi hasil evaluasi. Tanpa dukungan pimpinan yang 

kuat, evaluasi cenderung menjadi ritual tahunan yang tidak memiliki dampak signifikan. 

6. Dominasi Pendekatan Formalistik dalam Proses Evaluasi 

Dalam banyak kasus, evaluasi kebijakan pendidikan Islam lebih menekankan pada 

aspek administratif dan dokumentasi daripada pada upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Laporan evaluasi dibuat sebagai persyaratan formal tanpa diiringi upaya sungguh-sungguh 

untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara mendalam. Pendekatan formalistik ini 

membuat evaluasi tidak sensitif terhadap dinamika lokal, tidak mampu menangkap 

perubahan perilaku siswa secara riil, dan tidak memberikan masukan yang bernilai untuk 

penyempurnaan kebijakan. Evaluasi seharusnya bukan hanya soal angka dan laporan, 

tetapi juga refleksi kolektif untuk perbaikan pendidikan. 

7. Kesulitan dalam Mengukur Dampak Jangka Panjang terhadap Pembentukan 

Karakter Siswa 
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Salah satu tantangan tersulit dalam evaluasi pendidikan Islam adalah mengukur 

dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter siswa. Berbeda dengan aspek 

akademis yang mudah diukur melalui ujian dan penilaian prestasi, pembentukan karakter 

islami merupakan proses panjang yang tidak selalu tampak secara langsung. Hal ini 

membuat banyak evaluator sulit menetapkan indikator yang valid dan reliabel untuk 

mengukur perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perlu dikembangkan 

instrumen evaluasi yang lebih holistik, termasuk observasi perilaku, penilaian oleh guru 

dan orang tua, serta studi longitudinal untuk melihat perubahan jangka panjang. 

8. Rendahnya Partisipasi Stakeholder dalam Proses Evaluasi 

Evaluasi yang baik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang 

tua, tokoh agama, dan masyarakat sekitar (Kuniyo & Larasati, 2019). Sayangnya, partisipasi 

stakeholder dalam proses evaluasi masih relatif rendah. Banyak pihak yang tidak merasa 

terlibat atau tidak mengetahui pentingnya evaluasi dalam perbaikan pendidikan. Kondisi 

ini menyebabkan data yang dikumpulkan tidak lengkap atau bias karena hanya berasal dari 

segelintir aktor pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi stakeholder dalam proses evaluasi agar hasilnya lebih 

representatif dan dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih baik. 

9. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Penunjang Evaluasi 

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia 

pendidikan, termasuk dalam bidang evaluasi. Sayangnya, banyak lembaga pendidikan 

Islam yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung evaluasi 

yang modern dan efektif (Aliah & Warsah, 2021). Kurangnya akses internet, perangkat 

teknologi, serta kapasitas SDM dalam memanfaatkan sistem informasi pendidikan 

menyebabkan proses pengumpulan dan analisis data evaluasi masih dilakukan secara 

manual dan tidak maksimal. Padahal, teknologi dapat mempercepat proses evaluasi, 

memperluas jangkauan data, serta meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh. 

10. Kesenjangan antara Kebijakan dan Realita Lapangan 

Beberapa kebijakan pendidikan Islam dirancang tanpa mempertimbangkan realitas 

di lapangan, sehingga saat dievaluasi, hasilnya justru menunjukkan bahwa kebijakan 

tersebut tidak relevan atau tidak efektif. Misalnya, kebijakan tentang penguatan kurikulum 

berbasis nilai-nilai keislaman sering kali sulit diterapkan karena keterbatasan sumber daya 

atau ketidakcocokan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesenjangan 

antara teori dan praktik ini menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan proses 

evaluasi, karena kebijakan yang tidak realistis akan sulit diimplementasikan, apalagi dinilai 

keberhasilannya. 

 

KESIMPULAN 

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam merupakan komponen penting dalam rangka 

meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing lembaga pendidikan Islam di tengah 

perkembangan zaman yang semakin dinamis. Proses evaluasi tidak hanya bertujuan untuk 
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mengetahui apakah suatu kebijakan telah tercapai atau tidak, tetapi juga untuk 

memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan 

program. Dalam pembahasan sebelumnya, telah diuraikan konsep evaluasi yang 

mencakup pengertian, fungsi, dan tujuannya; model evaluasi yang relevan seperti CIPP, 

Stake, Goal-Free, Formatif-Sumatif, dan Responsif; kriteria evaluasi yang melibatkan 

peningkatan kompetensi siswa, respons positif stakeholder, serta pencapaian standar 

nasional; hingga tantangan implementasi yang meliputi minimnya kesadaran akan 

pentingnya evaluasi, terbatasnya SDM, kurangnya pedoman evaluasi spesifik, serta 

dominasi pendekatan formalistik dalam pelaksanaan evaluasi. 

Meskipun berbagai model dan kriteria evaluasi telah tersedia, implementasinya di 

lapangan masih menghadapi banyak kendala struktural maupun kultural. Banyak lembaga 

pendidikan Islam yang belum memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan evaluasi secara 

profesional dan objektif. Selain itu, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, 

kurangnya dukungan anggaran, serta kesenjangan antara kebijakan dan realita lapangan 

turut memperparah kondisi ini. Namun demikian, tantangan tersebut bukanlah alasan 

untuk mengabaikan pentingnya evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Justru, 

dengan adanya berbagai kendala tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak 

terutama Kementerian Agama, penyelenggara pendidikan, guru, dan masyarakat untuk 

membangun sistem evaluasi yang lebih baik dan bermakna. 

 

SARAN 

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam perlu ditingkatkan kualitasnya melalui 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan pedoman evaluasi yang spesifik 

untuk konteks pendidikan Islam, serta penguatan infrastruktur teknologi yang mendukung 

proses pengumpulan dan analisis data secara efektif. Selain itu, partisipasi aktif 

stakeholder seperti guru, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat sekitar harus lebih 

ditingkatkan agar hasil evaluasi lebih representatif dan dapat diimplementasikan secara 

maksimal. Evaluasi juga sebaiknya dilakukan berbasis data lapangan dengan instrumen 

yang valid, serta dirancang secara longitudinal untuk menilai perkembangan karakter 

siswa secara jangka panjang. 

Kementerian Agama dan instansi terkait perlu meningkatkan anggaran untuk 

pelaksanaan evaluasi yang profesional, termasuk biaya pelatihan evaluator, penyediaan 

instrumen, dan survei lapangan. Pemetaan konteks lokal harus menjadi bagian dari tahap 

perencanaan kebijakan agar instrumen evaluasi sesuai dengan realitas di lapangan. 

Komitmen pimpinan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam memastikan bahwa 

evaluasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari siklus 

kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, objektif, dan holistik, 

evaluasi akan berperan sebagai fondasi bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan Islam 

yang bermakna dan berkelanjutan. 
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